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ABSTRACT 
Effectiveness in every job is a must. The existence of an organization ins depend on 
how the work driven properly and carried out effectively. The institution that oversees and 
manages the registration of marriages is the Office of Religious Affairs (KUA). In every sub-
district in Indonesia, all of them stand KUA as implementing agency for marriage registration. In 
Cibeureum Subdistrict there are employees who are outside of KUA, which is called ‘amil. Even 
though it is no longer one of the elements with a line of coordination with KUA, ‘amil still has 
direct contact with KUA and the community directly. ‘Amil in positive law is commonly referred 
to as Assistand Marriage Registrar (P3N). In this study, the effectiveness of ‘amil performance 
will be sought to determine the extent of its effectiveness. This researc is a field research. 
Researchers conduct research by visiting directly to the field and use a qualitative approach. 
Data are collected by observation, interviews and documentation. The effectiveness 
measurement tool used by researchers is accondance with the theories of Richard and M.Steers 
that includes the ability to adjust, word performance and job satisfaction. The results of this 
study are that the performance of ‘amil so has been effective by looking at the 3 factors : the 
ability of ‘amil who can adjust to his duties, good word performance in the absence of 
complaints from the public, and the perceived satisfactionn by the public after using the 
serbices of ‘amil. 
 Keywords: Effectiveness, Work, ‘Amil 
 
 
ABSTRAK 
Efektivitas dalam suatu pekerjaan merupakan hal yang seharusnya ada. Kelangsungan 
dari suatu organisasi agar tetap eksis dan berjalan adalah dengan cara pelaksanaan pekerjaan 
itu beres dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Lembaga yang menaungi dan mengurusi 
pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Pada setiap kecamatan yang ada 
di Indonesia, semuanya berdiri KUA sebagai lembaga pelaksana pencatatan perkawinan. Di 
Kecamatan Cibeureum terdapat pegawai yang berada diluar dari KUA yaitu yang dinamakan 
dengan ‘Amil. Walaupun tidak lagi menjadi salah satu unsur dengan garis koordinasi terhadap 
KUA, ‘amil tetap berhubungan langsung dengan KUA dan masyarakat langsung. ‘Amil dalam 
hukum positif biasa disebut dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Dalam penelitian 
ini akan dicari efektivitas dari kinerja ‘amil agar diketahui sejauh mana efektivitasnya. Penelitian 
ini merupakan penelitian lapangan (field Reseach). Peneliti melakukan riset dengan 
mengunjungi langsung ke lapangan. Penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti melakukan 
observasi, wawancara serta dokumentasi. Alat ukur efektivitas kerja yang digunakan peneliti 
adalah sesuai teori dari Richard dan M. Steers yaitu meliputi kemampuan menyesuaikan diri, 
prestasi kerja dan kepuasan hasil kerja. Dengan meneliti 3 hal itu, maka akan diperoleh 
efektivitas suatu pekerjaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kinerja ‘amil Kecamatan 
Cibeureum selama ini adalah sudah efektif, dengan melihat dari ke 3 faktor tersebut yaitu 
kemampuan dari ‘amil yang bisa menyesuaikan dengan tugas-tugasnya, prestasi kerja yang 
bagus dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat, serta adanya kepuasan yang dirasakan 
oleh masyarakat setelah menggunakan jasa dari ‘amil. 
Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja, ‘amil  
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PENDAHULUAN 
Berbagai macam pengertian perkawinan diungkapkan oleh para ulama. Kata 
Nikah (حاكن) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, 
sebagai padanan kata perkawinan (جاوز). Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan 
pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya 
hingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.1  Agar perkawinan itu 
diakui, maka harus mengikuti peraturan. Saking pentingnya hal itu, maka perkawinan 
akan dianggap sah di Indonesia adalah apabila dilaksanakan sesuai hukum agama 
masing-masing dan perkawinan itu harus dicatatkan.2 Pencatatan dalam perkawinan 
sebenarnya tidak ada dalam hukum syar’i, bahkan di dalam kitab-kitab fikih klasik juga 
tidak ditemukan perintah untuk mencatatkan perkawinan.  
Karena itu, ada beberapa salah satu golongan yang berfikir fikih klasik/ sentris 
dengan menganggap remeh pencatatan perkawinan dan cenderung mengabaikannya. 
Bahkan ada yang berpandangan bahwa perkawinan adalah urusan pribadi, orang lain 
atau lembaga pemerintahan tidak perlu ikut campur hal itu.3 Di lain pihak, sebagian 
masyarakat yang berfikir fikih dan kontemporer terus berusaha mensosialisasikan 
manfaat dari pencatatan.4 Kemunculan dua pandangan yang bertolak belakang ini 
disebabkan oleh tidak disebutkannya perintah pencatatan seccara eksplisit dalam Al-
Qur’an dan Hadis. 
Pencatatan perkawinan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 
melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam perkawinan. Pencatatan juga 
merupakan perwujudan untuk membedakan masyarakat yang tertib dalam masyarakat 
dengan yang tidak. 
Lembaga sebagai pelaksana pencatatan ini, maka dibentuklah Kantor Urusan 
Agama (KUA). KUA adalah lembaga yang mengurusi segala urusan agama baik itu 
perkawinan, zakat, wakaf, haji.5 Semua urusan agama yang ada diurusi oleh KUA. 
Pegawai yang ada di KUA sangatlah terbatas jumlahnya. Biasanya diukur dari luas 
 
1  Kementerian Agama RI, Fikih (Jakarta: Kementerian Agama, 2015), 78. 
2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 
3 Rahmadi Usman, “Makna Pencatatan perkawinan dalam peraturan undang-undangan 
Perkawinan di Indonesia”. Jurnal Legalisasi Indonesia, Volume 14 No 03 (September 2017), 
257. 
4 Ibid., 258. 
5 PMA No. 11 tahun 2007 
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wilayah suatu kecamatan dan jumlah kepadatan penduduk yang ada di kecamatan 
tersebut. 
Sumber daya manusia sangatlah penting dalam berjalannya suatu organisasi. 
Organisasi yang bergerak perorangan ataupun kelompok. SDM ini adalah salah satu 
penggerak dalam suatu usaha ataupun pekerjaan.6 Apabila individu dalam suatu 
organisasi sumber daya manusianya dapat berjalan efektif maka organisasi tersebut 
akan berjalan dengan efektif.  
Dalam pelaksanaan praktiknya, Pegawai Pencatat Nikah yang ada bisa diwakili 
oleh Penghulu atau oleh ‘amil. Dalam hukum positif, ‘amil biasa disebut dengan 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). ‘Amil pada mulanya adalah pegawai yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Kementerian Agama Kabupaten/ Kota. Penyebutan 
P3N di Kecamatan Cibeureum bukanlah P3N melainkan ‘amil atau naib. ‘Amil memiliki 
tugas yang lumayan sentral yaitu mengantar masyarakat yang akan melaksanakan 
perkawinan ke KUA.  
‘Amil sebagai seseorang yang membantu kepala KUA di desa mempunyai tugas 
yaitu membantu warga di kelurahan untuk mendaftarkan. Sebagai penyedia jasa dalam 
mengantarkan masyarakat melangsungkan pendaftaran perkawinan. Sebenarnya 
dalam hal ini, P3N terkadang dapat melakukan penolakan mengantarkan pendaftaran 
perkawinan. Dikarenakan tugas pendaftaran perkawinan ini adalah tugas dari 
kelurahan masing-masing. Untuk Pokok Permasalah penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 1) Bagaimana kinerja ‘amil di KUA Kec. Cibeureum? 2) Bagaimana efektifitas 
kinerja P3N / ‘amil di KUA Cibeureum selama ini? 
 
PEMBAHASAN 
Islam adalah agama yang fitrah, tuntunan ajarannya selalu sejalan dengan 
fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang fitrah, karena itu 
ketika ada sahabat yang tidak melaksanakan fitrah dengan tidak menikah, Nabi saw 
langsung menegur sahabat-sahabat tersebut dan menyatakan bahwa Nabi Muhammad 
saw pun melakukan pernikahan.7  
 
6 Nunung Ghoniyah, “Peningkatan Kinerja Karyawan melalui Kepemimpinan, Lingkungan Kerja 
dan Komitmen”, Jurnal JDM, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Vol. 2, No. 2 
(2011), 119. 
7 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 55. 
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Pernikahan menjadi suatu kebutuhan manusia. Dikarenakan pernikahan ini 
adalah sebagai salah satu upaya untuk kelangsungan hidup keturunannya. Dengan 
pernikahan maka silsilah keluarga dalam diri manusia tidak terputus. Keturunan yang 
ada akan memberikan nilai positif bagi orang tua yang melangsungkan pernikahan. 
Untuk melindungi hak-hak ibu serta keturunannya tersebut maka diadakan pencatatan 
pernikahan. 
Pencatatan dalam perkawinan sebenarnya tidak ada dalam hukum syar’i, di 
dalam kitab-kitab fikih klasik juga tidak ditemukan perintah pencatatan perkawinan ini.8 
Akan tetapi para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer menganggap suatu 
pernikahan yang tanpa dicatatkan akan menimbulkan madhorot yang lebih besar. Yaitu 
apabila tidak ada tanggungjawab dari suami, yang langsung meninggalkan istrinya 
maka akan menimbulkan madhorot kejelasan status anak, status istri. Juga banyaknya 
laki-laki yang memiliki banyak istri akan membuat madhorot kemiskinan dalam rumah 
tangga. Pencatatan dalam perkawinan memang tidak disebutkan secara eksplisit, akan 
tetapi ada ayat dalam Al-Qur’an yang menyebutkan tentang pencatatan yaitu surat Al-
Baqoroh ayat 282 yang berbunyi: 
 ..... هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متني ادت اذإ اونمأ نيلا اهيا اي 
Ayat ini merupakan ayat tentang hutang piutang, juga merupakan ayat al-
mudayyanah.  Ayat ini berbicara tentang anjuran atau kewaiban untuk menuliskan 
utang-piutang antar muslim atau dengan non muslim dan mempersaksikannya di pihak 
ketiga atau saksi yang dipercaya (boleh notaris), sambil menekankan perlunya 
menuliskan utang walaupun jumlahnya sedikit, serta dituliskan juga terkait jumlah dan 
ketetapan waktunya agar semuanya itu ada dalam kejelasan. 
Begitu besar sekali manfaat adanya pencatatan ini. Untuk itu, di Indonesia bagi 
yang akan menikah diharuskan untuk dicatatkan. Apapun agamanya, sukunya, rasnya, 
warna kulitnya, apabila perkawinannya ingin dianggap legal maka harus dicatatkan. 
Menurut Sayuti Thalib untuk dikatakan sahnya suatu perkawinan apabila ditinjau dari 
sudut keperdataan adalah apabila perkawinan itu sudah dicatatkan atau sudah 
didaftarkan di KUA atau Kantor Pencatatan Sipil sesuatu dengan agama yang 
dianutnya.9 Ini senada dengan yang dikatakan dalam UU Perkawinan “Perkawinan sah 
 
8 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan 
di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACADEMIA+TAZAFFA Yogyakarta, 2009), 321. 
9 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: UI Press, 1986), 175 
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apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Serta tiap-tiap perkawinan yang dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.”10 Begitu juga perintah perkawinan yang harus dicatatkan disebutkan 
juga didalam KHI pasal 5: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 
setiap Pernikahan harus dicatatkan, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh 
PPN.”11 
Untuk mendukung administrasi pencatatan ini, maka pemerintah melalui 
Kementerian Agama Kota/ Kabupaten membentuk KUA dibawah garis Koordinasi dari 
Bimas Islam. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang mengurusi Pencatatan 
Perkawinan bagi Umat Islam. Dan bagi non Islam akan di catatkan di pencatatan sipil. 
Dalam PMA Nomor 11 tahun 2017 dijelaskan bahwa KUA dalam melaksanakan 
pencatatan pernikaha dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang melaksanakan pemeriksaan, 
pengawasan dan pencatatan perkawinan dan rujuk, pendaftaran cerai talak, 
cerai gugat dan melakukan bimbingan pernikahan. 
2. Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama. 
3. Kepala menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah dan kutipan akta 
rujuk. 
Pegawai pencatat nikah yang dijadikan sebagai tolak ukur akan keabsahan 
pernikahan yang terjadi, bahkan ditegaskan pernikahan yang dilakukan di luar KUA/ 
PPN tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.12 Kemaslahatan adanya pencatatan 
perkawinan tidak diragukan lagi. Begitu luasnya wilayah kecamatan terkadang 
mempersulit PPN dalam melaksanakan tugas administrasi perkawinan. Terutama dalam 
hal validasi data yang diberikan oleh masyarakat kepada KUA. Oleh karena itu, KUA 
dapat dibantu oleh penghulu dan beberapa P3N yang ditugaskan oleh desa/ kelurahan. 
Dalam aturan PMA Nomor 11 dijelaskan tentang tugas dari P3N/ ‘amil ini, yaitu 
melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa 
pernikahan/ rujuk. Pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan 
pernikahan atau bisa disebut dengan tugas melakukan pencatatan perkawinan itu juga 
 
10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan 2 
11 KHI, Pasal 5 ayat 1 dan 2 
12 KHI, Pasal 6 ayat 2 
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atas mandat dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Tugas pelayanan 
pernikahan juga disebutkan dalam PMA nomor 2 tahun 1989 tugas dari ‘amil yang 
berbunyi: 
1. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di luar pulau jawa, dengan mandat 
PPN bertugas mengawasi peristiwa perkawinan dan menerima rujuk. 
2. P3N di pulau jawa, bertugas membantu mengantarkan anggota masyarakat 
yang akan melangsungkan perkawinan ke KUA yang ada diwilayahnyaserta 
mendampingi pemeriksaan perkawinan serta rujuk. 
3. P3N selain melaksanakan 2 tugas tesebut, mempunyai tugas untuk membina 
ibadah di kelurahan/ desa. 
 
Pemberitahuan kehendak nikah merupakan langkah awal bagi pasangan yang 
akan melangsungkan pernikahan. Bagi masyarakat yang akan melaksanakan 
pernikahan, maka dapat melakukan pendaftaran dengan mandiri ke Kantor Urusan 
Agama setempat. Pemberitahuan akan melaksanakan pernikahan itu dilaporkan ke 
PPN yang ada di kecamatan istri. Apabila calon suami dan calon istri berbeda 
kecamatan, maka calon suami harus membuat NA dari kecamatan si calon suami 
tinggal dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan yaitu: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon sumi dan Istri.  
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua laki-laki. 
3. Fotokopi Kartu Keluarga. 
4. Surat Pengantar dari desa/kelurahan. 
5. Surat Pengantar dari RT. 
6. Surat Pernyataan di tandatangan di atas materai. 
Setelah itu, NA tersebut dibawa dan dilaporkan kepada Kepala Pegawai 
Pencatat NIkah di wilayah kecamatan tempat tinggal istri. Selanjutnya mengisi formulir 
pemberitahuan dan melengkapi berkas sebagai berikut:13 
a) Surat keterangan untuk menikah dari kepala desa/ kelurahan. 
b) Akta kelahiran/ surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul calon dari 
desa/ kelurahan. 
c) Surat persetujuan kedua mempelai 
 
13 PMA Nomor 11 tahun 2007 pasal 5 
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d) Surat keterangan orang tua. 
e) Izin tertulis dari orang tua bagi calon yang belum usia 21 tahun. 
f) Izin dari pengadilan apabila orang tua/ wali tidak ada. 
g) Dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon yang belum berusia 19 tahun. 
h) Surat izin dari atasan bagi calon seorang anggota TNI/ Polri. 
i) Putusan pengadilan apabila untuk poligami. 
j) Kutipan buku pendaftaran talak bagi penceraian sebelum tahun 1989. 
k) Akta kematian atau surat kematian suami/ istri bagi janda/ duda. 
l) Izin perkawinan dari kedutaan/ kantor perwakilan negara bagi WNA. 
Ketika calon mempelai membawa semua persyaratan tersebut, maka 
selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh penghulu/ PPN. 
Pendaftaran yang dilakukan oleh masyaratakat tersebut, bisa juga meminta bantuan 
kepada P3N yang berada di desa/ kelurahan masing-masing.  
Pemeriksaan tentang keabsahan data yang diberikan oleh masyarakat dilakukan 
dengan meneliti dan memeriksa data calon mempelai, wali nikah tentang ada atau 
tidak halangan untuk menjadi wali, baik segi hukum perkawinan, hukum agama atau 
dari segi peraturan perkawinan. PMA nomor 11 tahun 2007 dijalaskan bahwa 
pemeriksaan nikah bisa dilakukan oleh P3N/ ‘amil.14 P3N sebagai individu yang tinggal 
di desa atau kelurahan setempat dan mengetahui validasi data dari calon mempelai 
akan memudahkan dan memberikan kepastian hukum tentang status dari calon 
mempelai tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh ‘amil harus dibuat 2 rangkap. 
Rangkap 1 disimpan dan disampaikan kepada KUA dan rangkap ke 2 disimpan oleh 
P3N / ‘amil tersebut. 
Selain memeriksa kelengkapan syarat berkas-berkas tersebut juga ada 
beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:15 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari orang yang akan menikah.  
2. Untuk yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari 
kedua orang tua. 
3. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin tersebut cukup 
diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang yang mampu saja. 
 
14 Pasal 9 ayat 2. 
15 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 6 
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4. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin didapatkan dari wali, atau 
dari orang yang memelihara atau dari keluarga yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup. 
Dilanjutkan pada pasal 7 undang-undang ini tentang umur calon mempelai 
yaitu perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria berumur 19 tahun dan calon 
mempelai wanita berumur 16 tahun. Walaupun peraturan ini sekarang sudah direvisi 
yaitu kedua mempelai haruslah berumur 19 tahun. Apabila salah satu dari dua calon 
suami istri ini tidak memenuhi atau keduanya tidak memenuhi maka diwajibkan harus 
meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk. 
Apabila dari hasil pemeriksanaan pernikahan tersebut ternyata terdapat 
kekurangan maka PPN harus memberitahukannya kepada calon suami atau kepada 
wali nikahnya.16 Apabila sudah lengkap semua persyaratannya, maka pendaftaran 
perkawinan sudah bisa dilaksanakan dan tinggal menunggu hari H untuk 
melangsungkan akad nikah. Terkadang pada saat akad nikah P3N/ ‘amil sering dimintai 
untuk menjadi pengisi khutbah, ataupun menjadi pengisi dalam acara pernikahan 
tersebut. 
Selain itu, P3N/ ‘amil juga terkadang diberikan tugas untuk memberikan sedikit 
ilmu tentang perkawinan. Calon pengantin yang mendaftar terkadang memberikan 
ilmu dan pemahaman tentang tugas dan kewajiban apabila sudah menjadi suami istri. 
Disamping nanti calon suami istri wajib mengikuti pembekalan yang diadakan di KUA 
untuk mendapatkan ilmu terkait hak dan kewajiban suami istri. 
Selain itu, P3N/ ‘amil juga mempunyai kewajiban untuk membina ibadah di 
suatu desa/ kelurahan. Membina ibadah ini terkait dengan kehidupan sehari-hari 
masyarakat mulai dari sholat bejamaah, pengajian, zakat, remaja masjid, dan lain 
sebagainya. Terkadang 1 P3N/ ‘amil bisa membawahi sampai dengan 5 masjid. Ini 
menandakan sangat sentral keberadaannya. Selain itu, P3N/ ‘amil juga sering dibebani 
tugas untuk mengurus masyarakat sekitar biasanya dengan mengadakan madrasah 
diniyah. 
Sistem pembelajaran madrasah diniyah yang sangat bagus dibawah 
pengawasan kementerian Agama juga memberikan dampak yang luar biasa. 
 
16 PMA Nomor 11 pasal 12 
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Disamping membina masyarakat yang sudah tua, P3N/ ‘amil juga membina anak-anak 
diniyah yang masih sekolah. Dari mulai anak SD, SMP, SMA, sampai orang tua. Untuk 
itu, P3N/ ‘amil yang memiliki peranan yang sangat sentral di dalam masyarakat. Tugas 
membina ibadah ini terkadang dibantu oleh ustadz ustadz, atau santri-santri nya 
sendiri agar beban tugasnya tidak terlalu banyak. Rata-rata P3N/ ‘amil yang ada di 
Cibeureum merupakan seorang kiai dan ajengan yang berpengaruh dalam masyarakat 
karena 9 dari 10 P3N/ ‘amil yang ada ternyata memiliki madrasah dan majlis ta’lim 
sendiri.  
Sosialisasi akan pencatatan nikah ini selalu digalakkan oleh P3N/ ‘amil. Dalam 
setahun terkadang P3N/ ‘amil selalu mengikuti pengajian di daerah-daerah untuk 
mengajak masyarakat untuk melakukan pendaftaran perkawinan. Dengan 
membeberkan segala peraturan yang berlaku. Akibatnya perkawinan dibawah tangan 
bisa di tekan oleh KUA yang tidak dapat dipisahkan dari peran P3N/ ‘amil. 
Setelah melakukan penelitian di lokasi, yaitu di KUA Cibeureum mengenai 
kinerja dari P3N/ ‘amil, maka peneliti akan menjelaskan analisis dan mencari efektifitas 
dari kinerja tersebut menggunakan teori dari Richard dan M. Steers yaitu meliputi 
kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja dan kepuasan hasil kerja. Dengan 
meneliti 3 hal itu, maka akan diperoleh efektivitas suatu pekerjaan. 
1. Kemampuan Menyesuaikan diri 
Tidak ada manusia yang di ciptakan sempurna. Bisa melakukan apapun sendiri 
tanpa bantuan manusia lain. Kemampuan manusia yang sangat terbatas dalam hal 
apapun, menyebabkan manusia tidak dapat melaksanakan kebutuhan tanpa kerjasama 
satu sama lainnya. Setiap organisasi diharuskan bisa menyesuaikan diri dengan orang 
yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaannya. Jika kemampuan 
menyesuaikan diri berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai. 
‘Amil yang adalah bagian dari organisasi KUA, merupakan seseorang yang 
sangat dibutuhkan masyarakat. Dari dulu semua yang menjadi amil biasanya 
merupakan orang/ individu yang profesional. Mereka bisa melakukan ini itu dengan 
benar serta mengetahui seluk-beluk tentang wilayahnya.17 Bisa dilihat dari cara 
pengangkatan petugas P3N tersebut. Rata-rata P3N yang ada sekarang adalah bekas 
P3N / ‘amil yang mempunyai SK dari Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Menurut 
 
17 Wawancara dengan H. Irwan Ridwanulloh, SHI. (Kepala KUA Kec. Cibeureum), tanggal 9 
Maret 2020  
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‘amil bahwa mereka dulu di tes oleh Kementerian Agama tentang ilmu agama dan di 
tes perihal kemampuan bahasa Arab dengan membaca Kitab kuning. Rata-rata setiap 
kelurahan yang mendaftar untuk menjadi P3N/ ‘amil sampai 5 orang. Walaupun 
keberadaan P3N ini tidak ada gaji yang jelas dan pendapatan yang jelas, P3N menjadi 
profesi yang diminati. 
Menarik untuk di simak, PPN merupakan pejabat yang diangkat pemerintah 
untuk melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah. 
Individu PPN terkadang akan dipindah tugaskan karena merupakan pegawai negeri 
sipil. Oleh karenanya terkadang PPN tidak mengenal sama sekali tempat di KUA 
dibawah naungannya. P3N/ ‘amil yang ada di Cibeureum rata-rata seorang kiai yang 
mempunyai madrasah diniyah.18 
2. Prestasi Kerja 
Prestasi merupakan suatu capaian yang maksimal dan dapat dibanggakan. 
Setiap seseorang yang memiliki prestasi biasanya mereka adalah orang-orang yang 
mengerahkan seluruh kemampuannya untuk bekerja secara maksimal. Prestasi dalam 
pekerjaan merupakan suatu capaian yang bagus untuk kelangsungan seseorang. 
‘Amil melaksanakan tugas dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, kita bisa membedakan antara yang mendaftarkan masyarakat langsung 
dengan ‘amil, dengan kecakapan dan pengetahuannya tentang ilmu agama dan 
peraturan yang berlaku pihak KUA menjadi lebih percaya terhadap ‘amil.19 
‘Amil sebagai wakil dari pelaksana tugas dari KUA harus memberikan pelayanan 
dengan baik. penetapan persyaratan yang harus disediakan oleh calon pengantin dan 
harus dibawa ke P3N/ ‘amil sesuai dengan aturan PMA No. 11 tahun 2007. Yaitu: 
a. Surat keterangan untuk nikah dari desa 
b. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran 
c. Persetujuan mempelai. 
d. Surat keterangan orang tua. 
e. Surat izin tertulis dari orang tua apabila belum 21 tahun. 
f. Izin pengadilan apabila tidak ada orang tua/ wali. 
g. Dispensasi nikah dari pengadilan apabila kurang dari 19 tahun. 
 
18 Wawancara dengan H. Irwan Ridwanulloh, SHI. (Kepala KUA Kec. Cibeureum), tanggal 9 
Maret 2020 
19 Wawancara dengan H. Toto Paturohman (Penghulu KUA Kec. Cibeureum), 10 maret 2020  
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h. Surat izin dari atasan apabila TNI/ Polri. 
Selain syarat-syarat diatas, syarat lain yang harus ada dalam undang-undang 
perkawinan tetap dilaksanakan. Pemeriksaan data oleh P3N/ ‘amil sesuai Kecamatan 
Cibeureum tentang informasi yang diberikan oleh calon pengantin biasanya dengan 
cara mendatangi langsung ke rumah calon mempelai.20 Terkadang apabila pelaksanaan 
pemeriksaan oleh PPN menimbulkan kesulitan. Minimnya jumlah PPN yang ada di Kec. 
Cibeureum yakni hanya 2 orang saja menimbulkan masalah bagi PPN tersebut. 
Terkadang apabila dilaksanakan pemeriksaan oleh PPN, masyarakat tidak 
bertanggungjawab ketika memberikan data palsu baik itu terkait wali dengan ataupun 
status calon pengantin. Minimnya pengetahuan PPN tentang asal usul mempelai akan 
memberikan dampak besar apabila pernikahan itu tidak dilaksanakan oleh wali yang 
seharusnya.  
Ketika suatu perkawinan terjadi antara seorang wanita yang dilahirkan dari 
hasil zina dari orang tuanya, maka dia tidak memiliki ayah kandung dan nasab nya 
hanya ikut kepada ibunya saja. Di dalam KHI disebutkan bahwa anak yang lahir di luar 
pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya 
saja,21 tidak dengan ayahnya. 
Kompilasi Hukum islam mengatakan, bahwa anak sah adalah: 
a. Anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan atau pernikahan yang sah. 
b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri. 
Dimaksudkan adalah anak yang dihasilkan dari pertemuan ovum dan 
sperma dari pasangan suami isteri yang sah dengan metode bayi tabung. 
Adapun selama masa kandungan dilakukan kandungan ibunya (rahim) 
tidak dititipkan di rahim wanita lain. 
Pemeriksaan data P3N/ ‘amil Kec. Cibeureum tentang pengetahuan warganya 
merupakan modal awal dan modal besar yang dimiliki. Terkadang calon pengantin 
menutup-nutupi kebenaran dengan tidak memberikan data yang seharusnya. Untuk itu 
perlu adanya keterlibatan pihak yang dipercaya oleh KUA untuk melakukan 
pemeriksaan perkawinan. Dalam hal ini P3N yang ada sangat mumpuni untuk 
melakukan tugas tersebut.  
 
20 Wawancara dengan H. Toto Paturohman (Penghulu KUA Kec. Cibeureum), 10 maret 2020 
21 KHI pasal 100 
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3. Kepuasan Kerja 
Segi Kepuasan Kerja yang didapatkan dari pengurusan pernikahan 
menggunakan jasa P3N/ ‘amil adalah hampir semua warga yang melakukan 
pendaftaran pernikahan melalui jasa dari P3N/ ‘amil merasa puas dan merasa terbantu. 
Kinerja P3N/ ‘amil akan berakhir setelah pelaksanaan pernikahan. Bisa dilihat suatu 
pernikahan dengan menggunakan bantuan P3N/ ‘amil dengan pernikahan yang tidak 
menggunakan jasa P3N/ ‘amil akan berbeda.22 Bukan perbedaan dalam hal pelayanan 
yang diberikan KUA, akan tetapi dengan adanya P3N/ ‘amil terkadang kekurangan-
kekurangan yang ada itu minim dan akan ditutupi oleh P3N/ ‘amil. 
Ini banyak terjadi kec. Cibeureum, dimana wali tidak bisa menjadi wali. Selain 
itu P3N/ ‘amil di Kec. Cibeureum sering menjadi saksi apabila ketika akan dilaksanakan 
akad nikah tidak ada saksi atau kurang saksinya. Saking P3N/ ‘amil ini memiliki 
pengetahuan lebih tentang asal usul keluarga tersebut. Di Lapangan membuktikan 
adanya kebutuhan dari masyarakat akan kehadiran dari ‘amil adalah sangat besar. 
Dimulai dari sebelum dibentuknya kecamatan Cibeureum seperti sekarang, masyarakat 
mengandalkan petugas ‘amil untuk mengurusi perkawinannya. 
Tidak dapat dipungkiri dari data peristiwa pernikahan di atas banyak sekali 
pernikahan yang menggunakan jasa dari ‘amil. Dikatakan bahwa ada 9 dari 10 
peristiwa pernikahan adalah menggunakan jasa dari P3N/ ‘amil. Perkawinan yang 
dilaksanakan hanya sekali dalam seumur hiudp membuat masyarakat awam tidak 
mengetahui tatacara perndaftaran nikah. Amil menjadi pilihan awal yang dicari 
masyarakat untuk dimintai bantuan. Selain dipercaya oleh masyarakat amil 
memberikan pelayanan yang bagus dalam membantu proses perkawinan. Selain sering 
dimintai tugas membantu, terkadang amil dimintai tugas lain mulai menjadi saksi, 
khotbah nikah, dan lainnya. 
 
KESIMPULAN 
 
1. Kinerja dari ‘amil Kecamatan Cibeureum dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Semua kinerja berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PMA 
Nomor 11 tahun 2007 serta undang-undang perkawinan yaitu melakukan 
 
22 Wawancara dengan H. Irwan Ridwanulloh, SHI. (Kepala KUA Kec. Cibeureum), tanggal 9 
Maret 2020 
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pemeriksaan perkawinan, pengawasan dan pencatatan perkawinan, rujuk, serta 
membina ibadah di 9 kelurahan di kecamatan Cibeureum. 
2. Analisis efektivitas kinerja ‘amil selama ini di Kecamatan Cibeureum 
mendapatkan hasil bahwa kinerjanya efektif. Bisa dilihat dari hasil alat ukur 
efektivitas dari 3 komponen yaitu kemampuan dari ‘amil yang bisa 
menyesuaikan dengan tugas-tugasnya, prestasi kerja yang bagus dengan tidak 
adanya keluhan dari masyarakat, penerapan peraturan yang berlaku, serta 
adanya kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat setelah menggunakan jasa 
dari ‘amil. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum 
Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACADEMIA+TAZAFFA Yogya, 2009. 
Kementerian Agama RI, Fikih, Jakarta: Kementerian Agama, 2015. 
Kementerian Agama RI, Penciptaan Manusia, Jakarta: Kementerian Agama, 2012. 
Kompilasi hukum Islam 
M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur’an, Tangerang: Lentera Hati, 2007. 
Nunung Ghoniyah, “Peningkatan Kinerja Karyawan melalui Kepemimpinan, Lingkungan 
Kerja dan Komitmen”, urnal JDM, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan 
Agung, Vol. 2, No. 2 (2011). 
Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007. 
Rahmadi Usman, “Makna Pencatatan perkawinan dalam peraturan undang-undangan 
Perkawinan di Indonesia”. Jurnal Legalisasi Indonesia, Volume 14 No 03 
(September 2017). 
Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta: UI Press, 1986. 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Wawancara dengan H. Irwan Ridwanulloh, SHI. (Kepala KUA Kec. Cibeureum). 
Wawancara dengan H. Toto Paturohman (Penghulu KUA Kec. Cibeureum). 
 
 
 
